Menimbang :

Mehgingat

' WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 2. A TAHUN 20 14

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' WALIKOTA SINGKAWANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105

Peraturan Menteri Dalam - Negeri- ‘Nomor 61 tahun 2007

tentang - Pedoman Teknis bPe'ngelolaan Keliangah " Badan

Layanan—' Umum Daerah, perlu Tmenetapkan" Peraturan

Walikota terlltang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz

Singkawang;

1.

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001  tentang

Pembéntukan: Kota ‘Singkawang  (Lembaran Negara .

- Republik Indonesm Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

kLembaran Repubhk Indonesia Nomor 41 19), -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lcmbéi'an Negara_Republik Indonesia Tahun 2003
‘ Nomor 47, Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 4286)'

Undang—Undang Nomor 1 ‘Tahun'_ 2004 tentahg

Perbendaharaan - Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
: Negara Repubhk Indones1a Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun_‘ 2004 tentangrb_

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

. Nomor 4400);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 - ‘Nomor 125, Tambahan Lembaran o
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 tenténg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'ﬁ
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran,
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang—Uanang‘ Nomor 33 Tahun 2004 Atentang'
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan = Daerah (Lembaian Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a'
Nomor 5063), ‘

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .

Indonesia Nomor 5072);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lern.baranb
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor - 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4502);

10.

- Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan

11.

Peraturan Pemerintah _Nomo"’r 65 Tahun 2005 tentang

Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585); ‘ '

Peraturan -Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemenntahan Daerah

- Kabupaten/Kota - (Lembaran Negara Repubhk Indones1a



12.

| Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara,w
| Repubhk Indonesm Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang}'f_
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaga1mana telah_;
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pre31denA’
Nomor 54 Tahun 20}10 tentang Pengadaan Ba_rang/Jasa

Pemerintah dan' Peraturan Presiden Nomor‘70 Tahun 2012

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010- tentang Pengadaan Barang/Jasaf

Pemerintah;

13,

14.

15.

- 16.

17.

- 18.

Keputusan Menteri Keéehatan Nomor 703 / MENKES | /S_K/ ,

IX/2006 tehtang Petunjuk  Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ jasa pada Instan31 Pemermtah Pola Pengelolaan
Keuangan Badan -Layanan Umum di Lingkungan

Departemen Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Singkawang Ndmor  6 Tahun 2008
téntang ‘Pembgntukan dan Susunan OrgaxiisaSi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun’ 2008 Nomor 6, -
Tambahan Lembaran Daerah Kota S1ngkawang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Smgkawang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran '
Daerah Kota Smgkawang Nomor 27);

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 61 Tahun 2007

~ tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan N

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang Pola
Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Aziz

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor
24); | |

Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2013 tentang Standai‘»
Pelayanan Minimal RSUD dr Abdul Aziz (Lembaran Daerah -

Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 25)



MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG = TENTANG

JENJANG NILAI BARANG/JASA. PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ. '

BAB I
" KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dlmaksud dengan :

1.
2.

10.

Walikota adalah Walikota Slngkawang

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Saklt Umum Daerah Dr.
- Abdul Aziz Singkawang

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat BLUD adalah

,}Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kota Singkawang, dalam hal iniyang dibentuk untuk

' memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan bai‘ang/ jasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuhtungan, dan dalam ,

" melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi ~ dan

produktivitas. _
Pejabat Pengelola BLUD adalah p1mp1nan BLUD yang bertanggung Jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari atas pemimpin,
pejabat keuangan dan pejabat teknis yang‘ sebutannya "disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Ktea pada SKPD yang ,
menerapkan PPK-BLUD. ' ‘
Fleks1b111tas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dlkecuahkan dari ketentuan yang
berlaku umum. ‘

Panitia Pengadaan BLUD adalah pelaksana pengadaan barang/ jasa yang
dananya bersumber dari penerimaan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz. ' |

‘Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik ~dalam rangka

- pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

~ Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang.

keglatan usahanya menyedlakan barang / layanan jasa.
Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan‘
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan

- pekerjaan.



11.- Barang adalah setlap benda ba1k yang berwujud maupun tldak berwujud
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat d1perdagangkan, d1paka1 ‘
~dipergunakan atau d1manfaatkan oleh pengguna Barang.

12. Jasa adalah segala perkerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan . keterampilan (sklllware) atau yang membutuhkan
keahlian tertentu (bramware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah

~ dikenal luas didunia usaha untuk menyelesalkan suatu perker]aan.

13. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan

‘v - obat, alat kesehatan paka1 habls, reagensm, radlo, farma31 dan gas media.

14. ‘Makan minum pasuen adalah makanan dan ‘minuman yang dlbenkank' ,
kepada pasien yang pergadaannya dapat berupa bahan makanan basah
bahan makanan kering dan / atau dalam bentuk makanan _]adl

15. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar
’ruangan yang ‘bertujuan untuk mewujudkan kond131 llngkungan yang

B bersih dan sehat o
16. Pemeliharaan bangunan adalah keglatan menjaga keandalan bangunan
. gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap :

laik fungsi.

BABI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
o Pasal 2

‘(1) Pengadaan barang/j Jasa pada BLUD RSUD dr Abdul Aziz yang sebaglan '
atau seluruh dananya bersumber langsung dar1 penenmaan Rumah Sakit.
2) ’I‘ugas Pan1t1a Pengadaan akan d1tetapkan dengan Keputusan Pemlmpm
BLUD ' ' ‘
Pasal 3

(1) Pengadaan barang/Jasa BLUD RSUD dr Abdul Az1z dlbenkan ﬂeks1b111tas
berupa pemebebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan- yangb
berlaku dengan tujuan dapat menjamln ketersedlaan barang/ jasa yang
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan |

- cepat serta mudah menyesumkan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan BLUD. ‘ ,
(2) Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dar1
a. Jas layanan yang dlberlkan kepada masyarakat ‘

- b. hibah tidak terikat yang dlperoleh dari masyarakat atau badan lain;

c. “‘hasﬂ kerjasama BLUD RSUD dr. Abdul Aziz dengan p1hak lain dan
S /atau hasil usaha 1a1nnya dan :
d. , lam lam pendapatan BLUD RSUD Dr. Abdul Az1z yang sah



(3)

(4)

5)

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan ketentuén pengadaan barang/ jasa yang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Walikota.

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan
barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan
yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD.

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah terikat
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi
hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku bagi

. BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh

(1)

(2)

pemberi hibah dimaksud.

Pasal 4
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berupa
pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai
pengadaan barang/jasa dari ketentuah yang berlaku bagi - pengadaan
barang/jasa Pemerintah.

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

-~ a. biaya operasional terdiri dari:

(1)

1. biaya pelayanan :
a) biaya bahan
b) biaya pemeliharaan (alkes dan kalibrasi)
c) biaya barang dan jasa

2. biaya umum dan administrasi :
a) biaya administrasi kantor
b) biaya pemeliharaan

b. biaya investasi terdiri dari:

1. tanah

2. bangunan

3. peralatan dan mesin

Pasal 5

pengadaan barang/jasa sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dengan
mempertimbangkan ketersediaan dana yang nilainya sampai dengan
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dibebaskan dari ketentuan

peraturan perundangan yang mengatur tentang = pengadaan



(2)

(3)

barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan

besaran jenjang nilai sebagai berikut: ’

a.tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian digunakan untuk
pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.
10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);

b.tanda bukti perjanjian berupa kuitansi digunakan untuk pengadaan
langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah); .

c. tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK)
digunakan untuk pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai
dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

d.tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan

‘untuk pengadaan langsung barangfjasa lainnya yang nilainya sampai
dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), untuk pekerjaan
konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan jas'a konsultasi dengan nilai | sampai dengan Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj; dan |

pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nilainya

lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiaih) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:

a. Keadaan tertentu, yang meliputi: |
1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnyér*dér} »

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditundé'l' Y

untuk keselamatan/perlindungan masyrakat, termasuk :

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau
bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan
pelayanan publik.

2. barang jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1(satu)
pabrikan, 1(satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin
dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan
untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau

b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus,yang meliputi:

- 1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;



2. barang/ jasa yang ber31fat kompleks yang hanya dapat dllaksanakan .
dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1(satu)

-penyedla yang mampu;

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

’Hal—hal ‘yang belum diatur dalam Peraturan Wallkota ini sepanjang
- menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pemlmpln BLUD |

Pasal 7

Peraturan Wahkota ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Slngkawang.

~ Ditetapkan di Singkawang e
pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD
AWANG ISHAK

Diundang di Singkawang

Pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Ted

'SYECH BANDAR

' BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 2-A -

sesuai dengan aslinya '
UM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

embma
016 199803 1 004



